
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Siatac Barita t{o.33 Po.latangsiante?

emeil : in3poktor.Fematrngsi.ntar@gm.il.com

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengarr.asan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam ra ngka memberikan kevakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
intern di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar.

3. lnspektorat Daerah Kota Pcmatangsiantar memiliki kewenangan untuk
mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset, dan personil pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
seluruh unit keda di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
penga$'asan intern serta keu'enangan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O08 Pasal 4 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain Pimpinan Perangkat Daerah/
Unit Kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar uajib menciptakan dan
memelihara Lingkungan Pengendalian -vang baik melalui:

l) penegakan integritas dan nilai etika;
2) komitmen terhadap kompetensi;
3) kepemimpinan yang kondusif;
4) pembentukan strulitur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6) penyusunan dan penerapan kebdakan vang sehat tentang frembinaan

sumber daya manusia;
7) mewujudkan peran Aparat Pengawasan lntern Pemerintah yang efektif;

dan
8) hubungan kefa yang baik dengan instansi Pemerintah.
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Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam
Pengau'asan Intern dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk
dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan
perubahan dan/atau pen]rempurnaan guna menjamin keselarasan dengan
praktik-praktik terbaik dibidang audit intcrn, perubahan lingkungan
organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah.
Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota

Pematangsiantar untuk mengcvaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Pcmatangsiantar
pada tanggal lL lanuaci to)A

Disetujui oleh KTUR,
ta Pematangsiantar,

7

DEWAYANI, SP.A , SH, CGCAE

NIP. 19810927 200502 I OOI
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PENJELASAN PIAGAM PENGAEASAN II{TERN

APARAT PENGAWASAN INTERI{ PEMERII{TAH

1. PEISDAIIT'LUAN
a. Piagam Pengawasan lntern (lntemal Audit Charter) merupakan dokumcrr

formal yang menyatakan tujuan, wewenarig dan tanggung jawab kegiatarr
pengaw?san intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para
pemangku kepentingan (stakeholders/ terhadap arti pentingnya fungsi
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

c. Aparat Pengawasan lntem Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern cti

Iingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal Kementerian, lnspektorat / unit pengawasan intern pada
Kemcnterian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat l-cmbaga
Pemerintah, lnspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawas€rn intern pada Badan
Hukum Pemerintah lainn.ya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. KEDUDT'XAIT DAI{ PERAI|
a. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar merupakan unit kerja yang

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung
jawab langsung kepada Wali Kota Pematangsiantar.

b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
1) Struktur organisasi lnspektorat Daerah Kota Pematangsiantar

dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1

Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dan Peratur:rn
Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, T\:gas dan Fungsi serta Tata Ke{a Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar.

2) lnspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dipimpin oleh seorang

Inspektur sebagai Kcpala Unit APIP.



3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Aparatur Sipil Negara.

4) Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah lingkup Inspektorat Daerah Kota
Pematangsiantar bertanglung jawab melalui Inspektur pembantu
kepada Inspektur.

3. VI$ DAI{ UISI
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerai (RPJMD)

Kota Pematangsiantar Tahun 2O22 - 2027, Visi Kota Pematangsianlar adalah
"Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas",
Inspektorat Daerah Kota Pcmatangsiantar memiliki peran yang cukup bcsar
dalam upaya pencapaian visi, yaitu:
Berkualitas : Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang

mdu dan unggul serta berdaya saing melaiui peningkatan
SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui
tata kelola pemerintahan yang bersih, berwiba*'a, responsif
serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan
kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai
kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat
Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Misi 3 (Tiga) : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good
gouemance dan corporate goDefT.ance,

4. TUJUAI{DAfiSASARAfl
Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah EPJMD)
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, tujuan yang ingin dicapai
Inspcktorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah terwnrjudnya reformasi tata
kelola pemerintahan. lnspektorat Daerah Kota Pematangsiantar diharapkan
dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, ehsien, bersih,
responsif melayani berdasarkan prinsip good gouernance dar. corporute
gouernance.

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-
2027 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerj a dengan indikator sasaran
yaitu Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
sementara Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar
adalah meningkatnya kapabilitas APIP, meningkatnya maturitas SPIP,

meningkatnya maturitas Manajemen Risiko, dan meningkatnva persentase
penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengar+'asan. Penetapan
indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar tersebut
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diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja bidang pembinaan dan
pengawasan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota
Pematangsiantar.

4. TUGAS
Tugas Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah membantu WaIi Kota
dalam membina dan mengau'asi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

5. trI'NGsI DAIT I(EWEilAI{GAI|
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara
memadai, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a. perLrmusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan penga['asan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelalsanaan pengawas€rn untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali

Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Waii Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern secara memadai, Inspektorat
Daerah Kota Pematangsiantar memiliki kewenangan untuk:
a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,

aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan fungsi
pengawasan intern;

b. melakukan komunikasi langsung dengan pejabat pada perangkat dacrah/
unit ke{a yang menjadi objek pengawasan da:r pegawai lain verng
diperlukan dalam rangka pelaksanaan penga\&'asan;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kewenangan pemerintah Kota Pematangsiantar;

d. melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan
surat instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

e. melakukan pengusutan mengenai kebcnaran laporan atas pengaduan
dan pemberitaan media massa terhadap penyimpangan;

f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar
serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;

g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan
pengawasan intern;
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h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,
baik yang berasal dari intern maupun eksternal Pemerintah Kota
Pematangsiantar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

i. apabila Satuan Ke{a Perangkat Daerah (selaku objek pengau,asan) tidak
berkenan atau menolak untuk dilakukan pengawasan/pemeriksaan oleh
Aparat Pengawas lntern Pernerintah (APIP) lnspektorat Daerah Knta
Pematangsiantar, Inspeklur selaku Kepala Unit APIP segera melapor
kepada Wali Kota Pematangsiantar aEIar memberi tindakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah/unit keda bersangkutan.

6. TAITGGUI{G JAITAB
Dalam penyelenggaraan lungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota
Pematangsiantar bertanggung jawab untuk:
a. secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan

profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelengg;araan Urusan
Pemerintah Daerah, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasit
penga\i?san dengan mengacu kepada statdar audit yang berlaku;

b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kerja audit
intern tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan
skala prioritas dan sasaran audit dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifrkasi dan
memutahirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi {audit uniuerse)
serta data/ dokumen yang diperlukan;

c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan
sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara
optimal;

d. melakukan layanan aduisory dengan membuka kiinik konsultasi dengan
memberikan p€njelasan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

e. melakukan pemantauan tindaklanjut pengawasan; dan
f. menyampaikan laporan hasil pengawasaa dan laporan berkala aktivitas

pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota
Pematangsialtar.

7. TI'JUAIT, SABARAI|, DAIT TINGKUP PEilG}AWASAII
Penyelenggaraan pengawasan int.ern oleh Inspektorat Daerah Kota
Pematangsiantar adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian
tujuan dan sasaran, yaitu:
a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efsiensi, dan efektivitas pencapaian

tujuan dan sasaran pe n1'elenggaraan tulaas dan fungsi Pemerintah Kota
Pematangsiantar.

b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penl,elenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar.
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c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Kota Pematangsiantar yang bersih dan bebas dari praktik-praktik
Kompsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dal sasaran pengawas€rn intern tersebut,
maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar
meliputi:
a. Jasa Asurans antara lain:

1) audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk
memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota
Pematangsiantar telah sesuai dengan ketentuan;

2) audit kine{a atas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup
audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar;

3) secara terus-menerus mendorong penerapan Gouernance, Risk and
Compliance (GRC) terintegrasi dan melakukan assurance atas
penerapan Gouemance, Risk and Compliance (GRC);

4) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota
Pematangsiantar, antara lain, reviu atas laporan keuangan Pemerintah
Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kine{a Pemerintah Kota
Pematangsiantar, reviu Renstra, reviu RKPD, reviu RPJMD, reviu
dokumen perencanaan dan anggaran, reviu DAK, reviu laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah;

5) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota
Pematangsiantar, antara lain, evaluasi atas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, evaluasi capaian kine{a dan evaluasi atas
penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan

6) pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota
Pematangsiantar, antara lain, pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
pemantauan realisasi penyerapan arggaran;

b. Jasa Konsultansi dan pengawasan lainnya, antara lain:
1) kegiatan pemberian saran;
2) pendampingan;
3) sosialisasi;
4) bimbingan teknis;
5) pelatihan;
6) fasilitasi; dan
7) penelitian dan pengembangan.

8. SIFAT JASA ASURANS DAN KONSULTANSI
Kegiatan Penjaminan (assurance) adalah pemeriksaan bukti-bukti secara
objektif untuk memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko,
pengendalian intern, dan proses tata kelola perangkat daerah.



Kegiatan konsultansi adalah pembe rian saran terkait aktivitas
organisasi.
Silat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai
tambah dan perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intemal organisasi.

9. KODE Ef,TK DAN TAI{DAn' AUDIT APIP
Bahwa Pejabat Strui<tural, pejabat fungsional Auditor, Pejabat fungsionrtl
Pengaw'as Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Staf yang
melaksanakan pengawasan harus senantiasa mengacu pada Standar Audit
dan Hode Etik sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

tr. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 34 Tahun 202 I tentang
Pedoman Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

c. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Nomor: PER-01/AAIPI/ DPN/2021 tentang Standar Audit Intern
Indonesia.

IO.PERSYARATAI{ AUDITC'R DAN PEI{GAWAS PEITTELET{GGARAAI{ URUSAI{
PEUERII{TA}I DASRAH YAflG DUDI'K DALAU T'ITIT APIP
Persyaratan Auditor dan Pengau,as Penyeienggaraan Urusan Pcmerintah
Daerah dalam Unit APIP paling kurang meliputi:
a. memenuhi sertilikasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional;

b. memiliki integritas dan perilaku yang independen, jujur, dan obyektif
dalam pelaksanaan tugasnya;

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan
disipiin ilmu lain yang relevan dengan kridang tugasnya;

d. rvajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas
dan tanggung ja*'ab pengarvasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan
manajemen risiko; dan

g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuern
profesionalismenya secara terus-menerus.
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TI.LARATGAI{ PERAI{GI(APAN TUGAS DAN JABATAI{ AI,IDITOR DA.II

PENGAWAS PETYELENGGARAAN I'RUSAN PEMERII{TAII DAERAII
a. Auditor dan Pengawas Penyelenpgaraan Urusan Pemenntah Daerah tidak

boleh terlibat langsung mclaksanakan operasional kegiatan yang diaudit
atau terlitrat clalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian
independensi dan obycktivitas.

b. Auditor dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah di Daerah
tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. IIT'BT'I| GAIT KIR.'A I'AT{ KOORDIITASI
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengau,asan

intern, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar perlu menjalin kerjasama
dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku objek
penga\4,asan), Kementerian Pendavagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga
yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang
pengawasan) dan aparat pcngawasan ekstern, yang meliputi:

a. IITSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR DAIT SATUAN

I(ER.'A PERAXGXAT DATRAH
1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka

hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dengan
Satuan Keda Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara
auditor dan auditc atau antara konsultan dengan penerima jasa.

2) Dalam setiap penugasan (baik penug,asan assurance maupun
konsultasi), Satuan Kcrja Perangkat Daerah harus memberikan dan
menyajikall informasi yang reievan dengan ruang lingkup penugasan.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menindaklanjuti seliap
rekomendasi yang diberikan oieh Inspektorat Kota Pematangsiantilr
dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi
kepada Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan
prosedur yang berlaku.

b. IIYSPEKTORAT DA.ERAH KOTA PEUATANGSIAITTAR DENGAN APIP
LNIfI{YA, APARAT PEI{EGAK IIT'I(T'ITI (APHI DAN PIHAK TERXAIT
LAIr{IYYA SEAUAI DEIIGAN PERATURAN PERUIYDANG.UI{DANGAIT
YAI{G BERLAI(U
1) lnspektorat Daerah Kota Pematangsiantar melaksanakan koordinasi,

tindaklanjut dan sosialisasi dengan APH dalam pcnanganan laporan
atau pengaduan tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan
tugas, fungsi dan kcu'cnangan baik APIP maupun APH sebagaimana
diatur sesuai ketentuirn perundang-undangan dalam penanganirn
laporan atau pcnyclcnggara pemerintah dacrah.



2) Koordinasi yang berkaitan dengan iaporan atau pengaduan dalam
penyelenggaran pemerintahan daerah melalui pemberian informasi
diiakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang
memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara formal
maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

c. II{SPEKSORAT DAERAH KOTA PE}IATANGSIAI{TAR DAN APARAT
PEI{GAWASAX EKSTERI{
1) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menjadi mitra pendamping

bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik
sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.

2) lnspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dapat berkoordinasi dengan
aparat pengar+'asan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan
lingkup penugasan lnspektorat APIP Pusatl Daerah.

3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang
disampaikan aparat pengawasan ekstem merupakan bahan
pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar terhadap
penyeienggaraal tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menyampaikan laporan
hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan peraturan
perundang-undangan.

d. INSPEKNORAT DAERAII KOTA PEUATAI{GSIANTAR DAN BAI'AN
PEUERIKSA XEUAJTGA.I DAN PEUBAITGUI{Nf (BPKPI
1) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menjadi mitra kerja BPfiP

Selaku Pembina penvelenggaraan Sistem Pengendalian lntern
Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan
pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
a) pcnerapan pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP);

b) sosia-lisasi Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP);

c) pendidikan dan pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);

d) pembimbingan dan konsultansi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP); dan

e) pcningkatan kompetensi auditor aparat penga\,!asan inlern
pemerintah.
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2) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar harus menggunakan
peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang
dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Auditor.

13. PErILAIA]I BERXALA
a. Pimpinan Unit Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) secara

berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab
yang didelinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan
pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota
Pematangsiantar.

Ditctapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 12 Januari aor4

Disetujui oleh INSPEKTUR,
Pematangsiantar,

I DEWAYANI, Sp.A [{ERRI ZAL. SH, CGCAE
PEMBINA
NlP. lgrJl0927 200502 1 001
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